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TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT
PADA ANGKUTAN PESAWAT CHARTER

Oleh :
Theodosia Y ovita

Kemajuan teknologi dibidang penerbangan atau pengangkutan udara sangatlah peat,
terutama dalam hal charter penganghutan udara baik yang terjadual maupun vang tidak
terjadual. Hal i dapat dilihat dari makin marak dan berkembangnya jumlah
perusahaaan yang bergerak dalam bidang charter pesawat udara (Charter Service).
Seiring dengan kemajuan di bidang ini, tidak diimbagi dengan adanya peraturan
perundangan yang memadai dengan perkembangan usaha ini. Undang-undaang No. 15
tahun 1992 tentang penerbangan tidak ditemukan adanya pasal khusus yvang mengatur
tentang charter pesawat udara, sehingga untuk acuan bagi pengusaha dan para
pencharter adalah Ordonansi Udara dan Komvenszi-konvensi serta
perjangian baku yang telah dibuat olch para pengusaha charter.

Sehubungan dengan hal terscbut di atas, maka perlu adanya suatu peraturan perundang-
undangan yang khusus mengatur fentang charter pesawat udara. Hal ini untuk
mengantisipasi  kemungkinan-kemungkinan yang tanggungjawab penganghut atas
kerugian yang diderita pencharter terhadap penumpang maupun terhadap barang-

barang,

1. Pendahuluan.

kemajuan  ehnik  dibidang
penerbangan dan peningkatan tehknik
Opcrasi serla sarana-sarana pembaniunya,
menimbulkan minal masyarakat untuk
menggunakan jasa angkutan wdara baik
uniuk kepentingan dinas, kepentingan
bisnis, kepentingan pribadi maupun untuk
kepentingan lain-lainnya.

Timbulnya minat masvarakat it
tidak terpengaruh oleh muosibah-musibah
yang terjadi, seperti jamhnya pesawal-
pesawal angkut. Hal ini disebabkan

adanya sifat yvang baik (good will) dari
perusahaan angkutan udara dengan cara
meningkatkan pelayanan jasa anglutan
udara.

Angkutan udara di Indonesia telah
digalakkan sedemikian rupa, dari ujung
timur sampai uwjung barat dan  telah
menghubungkan dari  satu  tempal
ketempat lainnya atau dari satu kota
kekota tertentu lainnya dengan cepat dan
mudah.

Berbagai organisasi  anghkutan
udara telah tumbuh subor di Indonesia,
baik yang bergerak dalam Taxi air atau
air charter, M dalam penulisan i,

Tanggung fawab Penganghut Pada Anglouten
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pemulis menitik beratkan pada air charter

service (flight), baik vang dilakukan oleh

perusahaan penerbangan tetap

(schoduled) mavpun yang tidak tetap

{non Scheduled airlines).

Istilah charter dalam
hubungannya  dengan  pengangkutan
udara adlah swam  wssha untuk
mengpunakan pesawal terbang
kepunyaan badan usaha, uniuk keperluan
atau  maksud dengan menyerahkan
sgjumlah  harga charter vyang telah
ditentukan dalam perjanjian, Dengan kata
lain  yaitlu sewa menyewa pesawal
terbang, dimana pihak pencharter harus
menyerahkan sejumlah vang atau harga
kepada pihak yang mencharterkan.
Schaliknya pihak vang mencharterkan
harus menyerahkan barang kepada pihak
pencharter, (Karta Sapoetra dan  E
Rockasih, 1984).

Charter dalam ari Juas  dapat
dibedakan dalam empat jenis yaitu :

1. Charter tanpa awak pesawat (dry

charter),

2. Charter dengan awak pesawat, untuk
suatu jangka wakfu tertentu (time
charter) dan yang mencharter sendiri
tidak ikut,

3. Charter dengan awak pesawat uniuk
perjalanan  alau perjalanan tertentu
(Voyage Charter) dan yang mencharter
sendiri tidak diangkut,

4. Charter dengan awak pesawat dan
yang diangkut adalah yang mencharter
sendiri. (Suherman, 1988).

Charter pesawat terbang ini  dapat

dilakukan olch orang perorangan atau

atau kelompok, yang telah mempunyai
kesepakatan untuk menyelesaikan suatu

maksud dan atau adapula yang dilakukan
olech perusahasn penerbangan  yang
karena kekurangan pesawat  anghkut
terpaksa mencharter pesawat terbang

milik perusahaan penerbangan lainnya.

1. Syarat-svarat Dalam Perjanjian
Charter.

Di dalam perjanjian pengangkutan
dengan pesawal carter ferdapal syarat-
gyarat yvang harus dipenuhi oleh pihak-
pihak vyang akan menyclenggarakan
pengangkutan  tersebut.  Syart-syarat
tersebut tercantum di dalam  standard
form atau standard charter agreement
vang dikeluarkan oleh pihak pengangkut
dan ditolis dalam bahasa inggris.

Standard form ini  merupakan
suaty pedoman vang digunakan oleh
pengngkut maupun yang mencharter
posawal, karema standard form mi
merupakan salah satu dari perjanjian
yang dibuat oleh penganglut dengan
pihak mencharter.

Selain standard form perjanjian
vang dibuat oleh pihak pengangkut
dengan pihak yang mencharter terdapat
dalam dokumen pengangkutan lainnya,
misalnya tiket penumpang, tiket bagasi,
serta surat muatan vdara. semuanya ini
merupakan syarat pokok dari perjanjian
atau persetujuan angkutan yang tunduk
pada  Ketentuan  ketentuan  dalam
Konvensi Warsawa serta ketentuan

lainnya yang mengikuti,
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Disamping dokumen angkutan
scbagai  syaral pokok  perjanjian
pengangkutan  udara, maka  harus
diperhatikan juga syarat lainnya. Syarat
lam vang harus dipenuhi vanite pasal
1320 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata.

Kedua belah pihak juga harus
tunduk pada syarat-syaral yang fercantum
dalam pernampan sewa menyewa
pesawal udara atau Air Craft Charter
Agreement dan Undang-undang MNomor
15 Tahun 1992 temtang penerbangan scrta
ketentuan tenfang angkutan udara vang
berlaku dan Ordonansi Pengangkutan
Udara (OPUY

3. Dokumen Pengangkutan Udara,

Satu  hal Eml‘mg di dalam_

vang akan mengeluarkan dokumen
dokumen angkutan.

Dokumen angkutan mi
mempunyai hubungan yang sangat crat
dengan  tanggungjawab  pengangkut.
Dokumen angkutan merupakan tanda
bukti adanya perjanjian pengangkutan,
seperti vang tercantum dalam pasal 41
ayat (1) UU No. 15 tahun 1992 lentang
Penerbangan yaitu vang menyvebutkan
Tiket penumpang atay  tiker bagasi
merupakan tanda bukti telah
disepakatinya perjanjian pengangkutan
dan pembayaran biayva angkuian”,

Ada tiga macam dokumen
angkutan yang dimaksudkan di sind
adalah tiket penumpang, tiket bagasi serta
surat muatan udara, Ketiga dokumen
anal:uun m: haruﬁ diberikan kepada para

pelaksanaan pemunpang  yang
feut i dalam prakte]-: u-hm-hm pembenan akan  melakukan
udara, haik | tket yang diberikan olch perusahaan | perjalanan  dengan
pengangkutan penerbangan kepada para penuompangnya selalu menggunakan
secara nasional mencantumkan nama penumpang  vang | pesawal udara.
atan  domesgl | Persangkutan. Hal ini dimaksudkan agar tiket Pengertian
maupun tersebut tidak dapat dialihkan kepada orang | dari ketiga
pengangkutan lain (not ransferable). schubungan dengan it | dokumen angkutan
adalah  harug | findakan yang dalam hal ini menggunakan | sebagai berikut :
memiliki wewenangnya untuk melakokan pemeriksaan | Tiket
doloimen terhadap penumpang yang masuk ke dalam | o ..
pengangkutan pesawat w:lara, yang istniunya pﬁnmiﬂ.nan Z Yang
udara yang terhadap identitas penumpang iu sendiri. e kil it
harus diberikan tiket  penumpang

kepada penumpang  ataupun  barang adalah surat tanda pengesahan sescorang

barang muatan. Demikian  dalam
perjanjian charter akan ditentukan siapa

untuk menjadi penumpangdengan telah
dipenuhinya biava angkutan dan tempat

Tanggung fowab Pengangkut Pada Angluten
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untuk satu kali angkutan atau perjalanan.
Menurat  ketentuan  dalam  Ordonansi
Penganghutan Udara

tiket penumpang harus memuat
ketentuan sebagai berikut :

1. Tempat dan tanggal pemberian,

2. Tempal pem-berangkatan dan
tempat tujuan,

3. Pendaratan di tempat tempal antara
pemberangkatan dan tempat tajuan,

4. Nama dan alamat dari penganghut
atau pengangkut penganghut,

5. Pomboritahuan bahwa penganpkut
tunduk pada ketenmuan mengenai
tangeungjawab vang diator dalam
COrdomansi Pengangkutan Udara dan
konvensi Warsawa.

Apabila pengangkut
menggunakan  we-wenangnya  secara
cermat dan teliti untuk memeriksa setiap
penumpang vang masuk ke pesawat,
maka kemungkinan masuknya
penampang tidak sah atan penumpang
gelap adalah kecil sekali.

b. Tiket Bagaxi.

Dalam pasal 6 OPU vyang
dimaksud tiket bagasi adalah : “ Semua
barang kepunyaan atan di  bawah
kekuasaan seorang penumpang vang
olehnya atau atas namanya, sebelum ia
menumpang pesawal terbang  diminta
unink diangkut melalui udara™,

Di dalam prakiek schari hari tiket
bagasi dan tikel penumpang dibpat dalam
satu dokwnen angkutan dan tiket bagasi
ini  menurst  pasal 6 Ordonansi
Pengangkutan Udara dibuat rangkap dua,

satu wntuk penumpang dan lainnya untuk
pengangkut udara. Dalam hal ini harus
menmuat ;

a. Tempat dan tanggal pemberian,

b. Tempat pemberangkatan  dan
tempat tajuan,

c. MNama dan alami dari pengangkut
atau pengangkut-penganghut,

d. Womor dari tiket penumpang,

¢. Pemberitahuan bahwa bagasi akan
akan diserahkan kepada pemegang
tiket hagasi,

f. Jumlah dan beramya barang-barang,

g Harga vang diberitahukan oleh
penumpang  sesuai  dengan
ketentuan dalam pasal 30 avat 2
OPLE,

h. Pemberitahuan bahwa
pengangkutan bagasi tunduk pada
ketentuan-ketentuan mengenai
tanggungjawab yang diatur dalam
ordonansi ini  dan  komwvorsi
Warsawa.

Darni ketentuan kelentuan tersebut
di atas, maka wunsur vang harus
dicantumkan dalam tiket adalah unsur d, f
dan h  Dicantumkannya Kketentuan
ketenfuan  terscbut  maka  pihak
pengangkut  akan  bertanggungjawab
terhadp keseloruhan kerugian vang di
derita oleh penumpang.

Bagaimana dengan bagasi tangan
{cabin baggage) sendii 7 Untuk
menjawab  pertanyaan  ini  Ordonansi
Pengangkutan  Udara  menyebutkan
bahwa bagasi tangan tidak perlu diberi
fiket ter-sendiri, karena bagasi tangan

Tanggung Sarwab P
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merupakan pengecualian dari pengertian
bagasi itu sendiri.
c. Surat Muatan Udara.

Ketentuan ketentuan tentang surat
muatan wdara diatur di dalam pasal 7
Ordonansi Pengangkutan Udara. Untuk
surat muatan udara ini pengangkut berhak
untuk meminta kepada pihak pengirim
barang untuk membuat suarat muatan
udara, sebaliknya pihak pengirim barang
berhak meminta surat tersebut. Jadi pihak
pengangkut seolah olah tidak diharoskan
unruk memberikan sural muatan udara,
Meskipun demikian tidak hanya surat
tersebut, karena kesalahan di dalammya
atau hilangnya dokumen tidak mempeng-
aruhi berlakunya perjanjian
pongangkutan  udara, kecuali  yang
ditentukan dalam pasal 11 OPL.

Di samping itu pengangkut tidak
wajib untuk memeriksa kebenaran atan
lengkap tidaknya keterangan keterangan
dalam sural surat tersebut, sebab hal ini
merupakan kewajiban pengirim  untuk
membrikan  keterangan  keterangan
mengenal barang vang dinyatakan untuk
diangkut dalam surat muatan udara.

Apabila pengangkui menderita
kerugian sebagai akibat dari pemben-
tahuannya dan keterangan keterangan
yang kurang lengkap, salah atau tidak
teliti ini menjadi tanggungjawab pihak
pengirim, kecuali kesalahan itu ada pada
pihak pengangkut,

4. Tanggung J kut Pada
tan Pesaw rler.

Pada perjanjian charter
sebagaimana telah dilaksanakan adalah
meropakan  perjanjian  biasa dengan
menyewa seluroh atau schagian  dari
kapasitas roangan pesawat terbang untuk
mengangkul para penumpang barang-
barang sekaligus ke tempat fujuan’ yang
dikehendaki, dimana dalam
pengangkutan tersebut dilaksanakan oleh
para pengangkut vang dalam ha! ini
adalah perusahaan penerbangan vang
berkecimpung  atan  bergerak  dalam
bidang charter pesawat.

Schubungan dengan  hal it
persoalan utama dalam charter pesawat
adalah perscalan tanggung jawab pada
pengangkutan  udara, sebab  masalah
tanggung jawab ini berhubungan erat
dengan terjadinya musibah pada pesawat
angkut tersebut. Untuk itu harus dapat
menentukan siapa atau pihak mana vang
schenarnya bertindak  sebagai  peng-
angkut dan berfanggungjawab  atas
kerugian vang diderita penumpang dan
pengirim barang-barang terscbut. Sebab
pthak pengangkut di  sini akan
berhadapan langsung dengan pihak yang
menderita  kerugian dan  dalam  hal
penyelesaiannya biasanya pihak
penganghkut akan bekerja dengan pihak
pencharter, karena meskipun pencharter
tidak bertanggungjawab dalam
pelaksanaan pengangkutan tetapi
pencharter harus ikut bertanggungjawab
sebagai orang atau badan vang mengikut

Tanggung Jawab Pengangious Pads Anghutan
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sertakan ataw membawa penumpang-
penumpang tersebut keda-lam
pencrbangan i

Sedangkan  pengertian  darj
pengangkut e sendini menurut Wibowo
Socdiono  dalam bukunya transportasi
serta pengaruh dari konvensi-konvensi
mternasional  mengatakan hahwa:
“Pengangkut adalah sctiap orang vang
menjadi  pemilik, pengawas  atau
pengemudi dari suatu pesawat udara vang
mempergunakannya, baik sendir maupun
bersama-sama dengan orang lain untuk
mengangkut penumpang dan barang”,

Dehinisi  yang diberikan  oleh
Suberman, lebih tepat pada sasarannyva
atan obyeknya yaitu “Penganglan
adalah orang atau badan vang
mengadakan persenijuan untuk
mengangkut  penumpang, bagasi  atan
barang-barang dengan pesawat terbang”
(Suherman, 1988). TDalam  kebiasasn
sehari-hari ditndentikkan dengan
perusahaan penerbanpan tetapi mungkin
lchih huas dari itu.
Untuk siapa yang merupakan penganghut
pada pejanjian charter vaitu dengan
melihat pihak mana diadakan perjanjian
angkutan terscbut yang disctai dengan
dokumen angkutan, karena pada dasamya
pihak yang mengeluarkan dokumen
anghutan adalah pihak vang secara
yuridis mervpakan pengangkut. Tetapi
tidak menutup kemungkinan perjanjian
v dilakukan antara suatn perusahaan
pencrbangan dengan perusahaan
penerbangan lainnya, yang sat bertindak
scbagai pencharter dan lamnya bertindak

selakn vang mencharterkan. Maka dalam
hal ini ada dua perusahaan yang bergerak
dalam bidang angkutan udara,

Dari segi hukum yang manakah
vang akan bertanggungjawab apabila
terjadi suaty kecclakaan  vang
menimbulkan korban baik penumpang
maupun muatan barang, Untuk ini harus
diadakan pemisahan pengertian antara
perusahaan penerbangan Yang
mengadakan
perjanjian angkutan berdasarkan charter
penumpang atau pemilik barang vang
disebut comtracting carrier dengan peru-
sahaan penerbangan vang atas kuasa
confracting carrier unfuk melaksanakan
angkutan tersebut, vang dikenal dengan
sehutan  actual  carrier.  Pomisahan
pengertian mi juga diatur di dalam kon-
vensi Guadalajara 1961 yang mengatur
tentang tanggungjawab pada jenis-jenis
charter tertentu pada pengangkutan udara

Dengan demikan jelaslah vang
bertindak sebagai penganghkut dalam hal
ini adalah actual Carrier. Acmal Carrier
yang harus bertanggungjawab atas peng-
anghutan it

Dengan  adanya  ketentuan-
ketentuan yang terdapat dalam OPU dan
konvensi Warsawa menimbulkan suatu
anggapan bahwa penganghut selalu harus
bertanggungjawab dalam pelaksanaan
pengangkutan melalui udara. Sebenamya
tidak demikian, schab tidak mutlak bagi
pengangkul untuk meénanggung semua
tanggungjawabmya  akibat  mu-sibah
jatuhnya pesawat anglut schingga
menimbulkan kerugian yang diderita

Fanggwng fawab Pengangkut Pada Angkutan
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penumpang atau penginm barang, Tetapi
dapat juga timbulnya kecelaksan itu
disebabkan  karena  kelalasian  atau
kesalahan pencharter sendiri, maka dalam
hal ini pihak pengangkut dapat terbebas
dari segala tanggungjawabnva.
Selanjunya mengenai tanggung jawab
pada angkutan udara sebagaimana diatur
dalam komvensi Warsawa dan OPU
terdapat beberapa prinsip tangmungjawab
yang harus diketahui schubungan dengan
charter pesawat terbang lain vain

1. Prinsip absolurs lability.
Tanggumgjawabk i bersifar
mutlak, lazim jugs disebut srickt liability
yaitn bahwa pengangkut atau pengusaha
angkutan udara tidak dapat melepaskan
diri dari tanggungjawab dengan dalih
apapun juga kecuali terbukti bahwa
kerugian i karena  kesalahan

penumpang atau pencharter sendiri.

2. Prinsip presumption of Lability.

Dalam prinsip ini menyatakan
bahwa pengangkut sclalu  dianggap
bertanggungjawab atas kerugian yang
diderita penumpang atau pengirim |
penerima barang, Tetapi dilain pihak ada
kemung-kinan  penganghut  dapat
membebaskan diri dari tanggungjawab
yang dalam hal ini ia dapat membuktikan
I:!ahwa 1a telah mengambil semua
tindakan yang  diperlukan  unmuk
menghindarkan  terjadinya  kerugian
tersebut.  Dengan  kata lain pada
prinsipnya ini terdapat suatu pembalikan
beban pembuktian,

Tetapi dalam hal ini penyusun
berpendapat bahwa meskipun pengangkut
telah  bersusaha mengambil  semua
tindakan untuk menghindarkan terjadinya
kerugian tersebut adalah hal vang sulit,
schab dalam keadaan yang baga manapun
juga pengangkut masih  dikenakan
tanggungjawabnya hanya beban dan
tanggungjawab terschut agak berkurang,

. Prinsip presumption of non liabiliry.

Pada prinsip iml langgungjawasb
tidak bisa sclalu dibchankan kepada
pihak pengangkul, melainkan  kepada
penumpang vang bersangkutan, misalnva
dalam kerugian barang-barang yang ada
dalam bagam tangan di mana begasi
tangan i selalu ada dibawah kekuasaan
pengawasan penumpang i sendin. Hal
mi juga dimyatakan dalam konvensi
Warsawa bahwa mengenai barang-barang
vang dibawah pengawasan sendiri tidak
tunduk pada konvensi, penumpanglah
vang mengawasi dan menanggung
resikonya.

4. Frinsip limitation of Bability.

Untuk prinsip ini tanppungjawab
pengangkul atau penyclenggara pener-
bangan dibatasi sampai jumlah atau limil
terteniu,

Adapun vang berhak mendapat-
kan ganti rogi baik dalam angkutan
domestik maupun angkutan internasional
ada tiga pthak yaitu pihak penumpang,
pihak penginim atau penerima barang dan
pihak ketiga vang berada di darat, di lant
ataupun i udara vang yang menjadi

Tunggung Jowab Pengangiut Pada Arglufon
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korban
terhang.
Dalam  hal tanggungjawab  ind
schubungan dengan kecclakaan pesawat
terbang wvang memmbulkan kerugian
maka OPU membagi tanggungjawab
temsebut sebagai berikut:
I. Tanggungjawab pengangkut terhadap

penumpang,

2, Tanggungjawab pengangkut terhadap
bagasi dan barang,

3. Tanggungjawab pengangkut terhadap
pihak ke tiga,

4. Tanggungiawab penganghut terhadap
gani rug.

akabat  kecelakaan pesawat

A Ta n Juaw
Terhadap Penumpang.

Dalam tanggungjawab ini OPU
selali  menekankan  pada  pihak
pengangkut  vang = menurnt  suatu
kepumsan dinvatakan bersalah  dan
bertanggungjawab  atas  kerugian yang
menimpa atas diri  penumpang  akibat
fewas atau menderita Iuka-luka. Alan
tetapi baik ordonansi maupun konvensi
Warsawa tidak memberikan definisi siapa
vang dinamakan denpan pemumpang,
tetapn dapat disimpulkan bahwa vyang
discbut penumpang adalah orang yang
berdasar atas persetgjuan  angkutan
dengan pihak pengangkut untuk diangkut
dengan pesawat udara vang diseriai
dengan dokumen anghutan.

Menurut Rockasih vang dimaksud
dengan penumpang adalsh orang yang
memiliki dokumen angkutan schagai

realisasi persctujuan  angkutan udara
antara orang itu dengan pihak pengangkut
atau perusahaan penerbangan angkutan
udara, dengan demikian orang itu adalah
penumpang yang sah (E.Rockasih, 1986).

Schagai penumpang yang sah,
akibat kecelakaan pesawat terbang vang
ditompanginya mengakibatkan orang
tersebut meninggal dunia maka dengan
keabsahannya dan dokumen vang
menyertainya, suami atau istri atau anak-
anaknva atan orang tua dan almarhum
dapat mengajukan tunfutan ganti g
kepada  pihak  pengangkut  atan
perusahaan penerbangan. Untuk itu
perusahaan penerbangan agar
memperhatikan mercka yvang menjadi
ahli waris penumpang yang menjadi
korban kecelakaan pesawat terbang
kepada suami atauw istri  atau anak-
anaknya harus diberi ganti ragi.

Kalau suami ataw isteri dan anak-
anaknya tdak ada maka ganti rogi
tersebut harus diberikan kepada orang
tnanya sebagai pengganti dari ahli waris
vang tidak ada. dan untuk ganti ruginya
harus disesuaikan dengan Kketentuan-
ketentuan yang berlaku vaim OPU
pasal 24,

Mengenai pengertian meninggal
dalam hal ini adalah meninggal karena
kecelakaan pesawat terbang, misalnya
pesawal jatuh atau  keéracunman makan
yang dihidangkan dalam perjalan dengan
pesawat atau meninggal sewakiu menaiki
pesawal atau turun dari tangga pesawat.
Dapat  juga scorang  penumpang
meninggal karena kejatuhan benda yang

J— Pada
Tunggang fowal Pengangiut Pada Anglutan
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terlepas dari kaitannya akibat gerakan pe-
sawal terbang. Jadi semua ini merupakan
tanggungjawab  pengangkul  yang
mempuryai hubungan dengan
pengangkut melalui udara.

Untuk melindungi pengangkutan
udara terhadap konsekwensi-
konsekwensi yang terlampau luas, maka
pihak-pihak penganghutan udara harus
mempunyai keleluasaan untuk
mengadakan per-sefujuan dengan orang
sakit tersebut, bahwa orang sakit tersebut
bersedia  dianghut dan  tidak  akan
memper-langgungjawabkan  pengangkut
udara fentang akibat dari penerbangan
pada sakimya itu.

Mengenai awak pesawat seperti
pilot, co pilot, flight engincer, steward
dan stewardes ini tidak dapat disebut
scbagai penumpang meskipun ia berada
dalam pesawat angkut bersama dengan
penumpang lannya, Akan tstapi apabila
awak pesawal terscbut menmggal dunia
bersama dengan penumpang lainnya
akubat kecelakaan pesawat, maka hal ini
menjadi tanggungjawab pengangkut yaitu
perusahaan angkulan itu. Dan untuk ganti
ruginya mercka akan mendapatkan ganti
kerugian  khusus  dari  perusahaan
angkutannya sesnal  dengan  undang-
undang keselamatan perburuhan atau
kerja, disamping asuransi sebagaimana
diketahui baik pesawat maupun awak
pesawat telah diasuransikan.

Dalam pembayaran ganti rugi
harus disesuaikan dengan kenyataan baik
dalam  wakin  sckarang  maupun
disceuaikan dengan  ketentuan  yang

terdapat dalam Konvensi Warsawa 1929,
Dengan demikian dalam km}'man yang
harus dibayar sebagai ganti rugi adalah
jumlah yang dapat dibuktikan benar-
benar merupakan kerugian yang diderita
dan setidak-tidaknya harus menurui

kepatutan sesuai dengan pasal 24 ayat (2)
OPL.

B. Tanggungjawab ____ Penganghkut
Terhadap Bagasi dan Barang

Seorang  penumpang  yang
bepergian  dengan pesawat  terbang
biasanya membawa barang-barang baik
untuk keperluan pribadi atam untuk
keperluan  lainmya vang  diperfukan
ditempat tujuan, misalnya pakaian,
dokumen dan sebagainva. Barang-barang
ini yang disebut sebagai barang bagasi.

Menurat pasal 6 OPU, bagasi
adalah semua barang  kepunyaan
perumpang  atan vang ada di bawah
pengawasan penumpang yang olehnya
atau atas namanyva dimuntakan untk
dianghut sebelum ia menumpang pesawat
terbang. Pengertian bagasi ini tidak sama
dengan bagasi tangan vang dipergunakan
untuk keperluan pribadi yang biasanya
dibawa oleh penumpang sendiri dan
sclalu berada dibahwah pengawasanmya.
Misalnya tas genggam, fas jinjing, tas alat
kecantikan  schari-hart  dan  lain
sehagainva dan bagasi tangan ini tidak
perlu tidak periu diberi tiket bagasi.

Tanggungjawab bagasi ini pihak
pengangkut bertanggungjawab sejak saat
bagasi tersebut disershkan kepada

Jawab Pada
Tunggung Jawab Penganghut Pada Anglutan

THEHNISIA FOFTTA



FPERSPEETIF VFoluwmie 4 Ne. 1 Tabwun 1999 Edisd fenuari

penganghut untuk diangkut melakui udara
sampai  bagasi  ferscbut  discrahkan
kembali kepada penumpang ditempat
fujuan.

Dalam anghkutan barang-barang
pithak pengirim atau pihak pencharter
bertanggungjawab  terhadap kebenaran
kelerangan-keterangan atau pemberitahu-
an tentang adanya barang-barang vang
ditulis dalam surat angkutan udara itw dan
sanggup memikul segala akibamva bila
keterangn  atau  pemberitahuan  vang
diberikan twlak bonar, tidak sesuai atan
tidak lengkap schingga menimbulkan
kerugian bagi pihak pengangkut ataupun
pihak  lainnya, misalnva  dalam
pengfangkutan barang tersebut terselip
barang-barang terlarang {ganja, morphin,
dan sejanisnya) sehingga meng-akibatkan
keberangkatan pesawat tersebut menjadi
lambat,

Tetapi jika barang tersebut rusak
akibat kelalaian pengangkut atay musnah
akibat kecelakaan pesawat terbang maka
dalam hal ini pihak penganpgkut ber-
tanggungjawab dan harus memberikan
ganti rugi sebagaimana yang tercanfium
dalam pasal 25 OPUL

Dalam pemberian ganti rugi ini
menurut pasal 26 OPU harus dibavar oleh
pihak penganghkut apabila barang tersebut
hilang, maka ganti rugi vang harus di-
berikan berupa sejumlah uang yang se-
nilai harga barang tersebut sesuai dengan
harga barang ditempat tujuan, dimana
barang-barang terscbut harus diserahkan
kepada penerima vang sah. Demikian
pula menurut pasal 27 OPU bahwa

pengangkut harus membayar ganti rugi
pada  kerusakan barang-barang vang
dikirim melalui anglutan udara.

Sedangkan yang berhak unmk
menuntut ganti rugi atas kerusakan, ke-
hilangan atan kerusakan barang-barang
kiriman sebelum barang tersebut sampai
di tempat tujuan adalah pihak pengirim.
Akan tetapi bila barang terscbut telah
diserahkan Lkepada penerima vyang
termyata terdapat beberapa kerusakan atau
kehilangan dan schagaimya, maka
penerima berhak menuntut ganti rugi atan
mengajukan protes kepada pengangkut
yang disertai dengan perincian dari
kerugian diderita serta surat angkutan
udara sebagai tanda bukii adanya
pengangkutan udara,

C. Tangpungjawab _ Penganglot
Jerhadap Pihak Ketiga,

Akibat dari keccelakaan pesawat
terbang tidak hanya menimbulkan ke-
rugian bagi penumpang, barang dan
pesawat terbang saja felapi menimbulkan
kerugian bagi pihak ke tiga vang tidak
mempunyai hubungan apa-apa terhadap
pemerbang tersebut Kecelakaan pesawat
terbang yang menimpa pihak ke tiga ini
dapat terjadi di darat, di laut dan udara.
Jika terjadi di darat misalnya menimpa
perumahan, bangunan, gedung dan
orang-orang di sekitamya, kalan di laut
menimpa kapal dan kalanw di  udara
misalnya menabrak pesawat terbang
lainmya schingga yang tertimpa tersebut
ada yang meninggal dunia atau menjadi
cacat tetap tubuhnya.

Tanggung Jawal Pengangke Pada Angloian
Pexawnt! Cherfer

THEMWIETA FerFTTHA



PERSPEKTIF Volume 4 No. 1 Tahun 1900 Edicl fanuward

Selanjutnya  mengenai  ganti
kerugian ter-hadap pihak ke tiga vang
berada di darat atau di lamt hanya
diberikan kepada mereka yang berhak
yang menderita kerugian langsung akibat
peristiwa  terscbut  dan  tentunva
disesuaikan dengan hukum  dimana
pesawal tersebut jatuh. Sedangkan pada
tabrakan pesawal di uwdara (aerial
collisions), maka vang berhak atas ganti
kerugian pada dasamya adalah pihak
vang tidak bersalah. Akan ictapi jika
keduamya dinyatakan bersalah maka
dalarn pemberian ganti rugi itu sebaiknya
dibagi secara proposional  dengan
kesalahan  masing-masing.  Dengan
demikian mercka sama-sama merasa
tidak dirngikan karena peristiwa terscbut,

Masalah tanpgungjawab untuk
kerugian pihak ke tiga telah diatur sccara
khusus dalam Hukum Udara Indonesia,
yaitu di dalam pasal 44 ayat (1) UU
Mo.15 tahun 1992 tentang Pe-nerbangan.

D. Tanggungjawab Penganghut
Dalam Ganti Rugi

Salah salu tanggungjawab
pengangkut  yang  penting  adalah
mengenai besarnya ganti kerugian vang
diberikan pada korban atan ahli warisnya.
Karena dalam praktek selama mi dalam
pemberian ganti rugi pada ahli waris
korban temyata tidak sama pada tiap-tiap
orang, hal ini dikarenakan tidak ada
ketentuan-ketentuan dalam pembentukan

perusahaan-perusahaan penerbangan
angkutan udara tentang tanggungjawab
dalam pemberian ganti rugi kepada para
penumpang baik yang meninggal, atau
luka-luka, cacat tetap serta barang-barang
yang rusak, hilang dan sebagainya. Schab
tanpa  adanya kelentuan vang
menyeragamkan dalam pemberian ganti
rugi  pada  perusahaan-perusahaan
angkutan wdara, maka pelak-sanaan
tanggungjawab unmk ganti rugi akan
tetap  berbeda  tergantung  akan
kebijaksanaan perusahaan angkutan udara
itu sendiri, meskipun telah ada ketentuan-
ketentuan dari Ordonansi Pengangkutan
Udara vang menurut keadaan sekarang
ini sudah tidak sesvai lagi. Hal ini dapat
kita lihat pada pasal 30 OPU, dimana
gant kerugian untuk tiap-tiap penumpang
dibatasi sampai jumlah Rp.12.500. Se-
dangkan ganti rugi untuk bagasi dan
barang dibatasi sampai Rp.25,-

Menunut Konvensi Warsawa ganti
rugi untuk barang dan bagasi ditetapkan
sampai US 516,60/ kilogram.

Dari jumlah-jumlah tersebut me-
nunjukan perbedaan vang jauh sama
sekali, hal ini disebabkan oleh perbedaan
nilai mata wangnyva. Khususnya di
Indonesia perbedaan ganti rug ini akan
terasa  sekali pada  penerbangan
internasional dibandingkan dengan ganti
rugl pada penerbangan domestik, karena
limit ganti rugi sebagaimana (ercantum
dalam Ordonansi Pengangkutan Udara
Jjumlah-nya discsuaikan dengan keadaan
pada wakh ifu. Sedangkan menurut
keadaan ckonomi dewasa ini sudsh tidak

hukum wudara nasional yang dapat
meneniukan keseragaman bagi
Tanggung Jawalk Peaganghut Pada Anglutan
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sesual lagi, karena dalam persoalan ganti
nygi ini pada pokoknyva bukanlah
persoalan  vuridis  akan  letapi  suatu
porsoalan  yang  terletak  dibidang
ckonomis. Dan ganti rugi ini bukanlah
merupakan  hadiah  dari  perusahaan
penerbangan atan perusahaan  asuransi
akan tetapi merupakan hak mereka atau
ahli waris yang menjadi korban akibat
kecelakaan pesawat udara tersebut.
Berbicara mengenai ganti
kerugian bagi para penumpang yang
menderita kerugian akibat  ke-celakaan
pesawat ferbang atau kejadian lain se-
hubungan dengan perjanjian charter

pesawat  terbang, bethak  unutk
mengajukan tuntetan ganti rugi kepada
peruzsahaan pencrbangan yang
bersanglutan.

Dalamn angkutan udara dengan
pesawat charter, maka pihak pencharter
alas nama penumpangnya atau pengirim
barang dapat me-lakukan tuntotan gant
rugi itu,

Pada Uy a didalam
penyelesaian tuntutan ganti Togi  ite
desclesaikan  dengan cara  damai,
makoudnya  adalah  antara  pihak
pengngkut dengan pihak yang menderita

ian 8ECara musyawarah
menyelesakan  funfutan  ganti  rugi
tersebut.

Masalah tanggungjawab
pengnghut dalam angkutan pesawat udara
sangatlah menentukan, kaena secara
voridis penganghut adalah salah satu
badan hukum yang melaksanakan
penganghkutan  tersebut, dan  didalam

melaksanakan langgungjawab
pengangkut  yvang  memperhatikan
ketenman-ketentuan vang telah
mengatumya  baik  didalam  OPU,
Konvensi Warsawa serta  ketentuan-
ketentuan lain vang mengikuti konvensi
tersebut. Akan tetapi tidak semua resiko
akibat kecelakaan pesawat terbang ifu
menjadi  tanggungjawab  penganglut
sebab timbulnva resiko i bermacam-
macam tergantung dari-mana resiko itu
berasal sehingpa dapat menentukan

kepada siapa  remiko  ituw  harus
dipertanggung-jawabkan.
5. Resiko.

Kita semua telah menyadari
meskipun tehnologi makin maju di dalam
segala bidang termasuk di dalam bidang
pengangkutan, akan fetapi resiko
kecelakaan tidaklah mengaakibatkan
berkurang, hal ini apa lagi dirasakan di
dalam suafu penerbangan dimana resiko
terbesar bagi suatn perusahaan
penerhangan adalah kecelakaan pesawat
terbang, di samping menimbulkan
kerugian material vaitu rusak ataw
hancumya  pesawat terbang  yang
berharga jutaan rupiah, kecelakaan
posawat  terbang  juga  memimbulkan
kerogian-kerugian pada diri penumpang,
bagasi atau barang vang diangkut,
schingga perusahaan pener-bangan harus
mengganti kerugian yang tidak sedikit
pula jumlahnya. Selain itu kerugian yang
juga mungkin timbul pada benda-benda
atau gedung atau manusia di darat akibat

Favend P
Tanggung Penganghul Fada Anghutan
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kejatuhan pesawatan terbang atau bagian-
bagiannya.

Resiko yvang mungkin  timbul
dapat terjadi  ketika pesawat terbang
masih berada di darat vaitn pesawat
masth berada i lapangan terbang,
misalnya resiko kebakaran akibat tangan-
tangan jahil, pesawat tertabrak pesawat
lain atau dapat juga terjadi ketika dalam
penerhangan misalnya kerusakan mesin,
pengaruh  cuaca, angin  atan  adanya
pembajakan  yang  kesemuanya  dapat
menimbulkan bahaya terhadap
keselamat-an angkutan melalui udara,
baik  diderita oleh  pesawatnya,
perusahaan angkumya maupun oleh para
penumpang atau barang-barang
muatanmya.

Akibat resiko yang macam-macam itu
menycbabkan pihak  pengangkut atau
perusahaan penerbangan harus menang-
gung scmua kerugian vang menjadi tang-
gungannya. Hal ini vang menjadi beban
bagi pihak pengangkut karena jumlah
kerugian yang harus mercka tanggung
sangatlah tinggi, schingga tidak mungkin
pengangkut menanggung resiko tersebut
secara ditanggung sendin. Oleh karena
i dalam menangeulangi resiko-resike
teriebul  maka pihak  pengangkut
melakukan usaha-usaha atau tindakan-
tindakan wvntuk  memperkecil  atau
memperingan tanggungjawabmnya. Sebab
kalau tanggung-jawab terschut dipikul
sendiri kemung-kinan besar pengangkut
dtas perusahaan angkutan uwdara akan
mengalami  kepailitan  karena  seluruh

kekayaannya terkuras untuk
menanggulangi resiko-resiko tersebut,

Untuk itu sebagai usaha preventif
maka pcrusahaan penerbangan bekerja
sama dengan perusahaan  asuransi
kerugian Jasa Raharja untuk menutup
kerogian yang ditimbulkan akibat ke-
celakaan pesawat terbang. Penutupan
resiko ini dimaksudkan agar
kelangsungan hidup perusahaan
penerbangan dapat dipertahankan.

Dengan demikian jelastah bahwa
di dalam bidang penerbangan atau
pengangkutan  melalui  udara  banyak
sekali resike yang harus dihadapi baik
oleh perusahaan penerbangan maupun
para penumpang dan barang-barang
muatannya, schingga denpan menutup
kerugian tersebut pada pihak asuransi
maka segala kesulitm yang dibadapi
pthak pernsahaan penerbangan dapat
teratasi. Hal ind tidak hanya berlaku bagi
penerbangan tertentu saja tetapi berlaku
bagi semua bentuk penerbangan. Baik
penerbangan berjadwal. tidak berjadwal,
penerbangan umum ataupun penerbangan
dengan pesawat charter yang dalam
perkembangan dewasa ini sangat pesat
dan bamyak dilakukan olch perusahaan-
perusahaan  penerbangan lain  karena
penerbangan dengan pesawat charter ini
lebuh menguntungkan sckali dibanding
dengan yang biasanya dilakukan.

6 Kesimpulan
a. Sebagai syaral ulama harus dipenuhi
oleh kedua belah pihak dalam

Tm:mrwwmmm
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perjanjian charter pesawat adalah
scperti yang tercanturm dalam  pasal
1320 KUH Perdata yvang merupakan
syarat sahnya perjanjian terutama
bagi pihak pencharter harus dapat
bertindak dalam hukum vang artinva
sehat pikiran, cakap serta dewasa
Adapun  kewajiban  vang  harus
dilakukan oleh pihak pencharter
adalah membayar harga charter vang
telah disepakati bersama dan mundok
pada segala kestentuan yang berlaku,
Scdang  pihak vang mencharter
berkewajiban pula untuk menyerah-
kan sebagian atau scluruh kapasitas
ruangan pesawat udara sesual yang
dikehendaki oleh pihak pencharter,
disamping berkewajiban  memberi
dokumen angkutan sebagai tanda
bukti perjanjian anghkutan ndara.

b. Masalah tanggungjawab  kepada
pencharter pesawat udara terhadap
kerugian yang diderita penumpang
akibat kecelakaan tersebut  belum
mendapal pengaturan  secara tegas
dan jelas  jumlahnva  sehingga
didasarkan pada ketentuan dari
perusahaan setempat dan panti mugi
ity oleh pihak pengangkut dinyatakan
dalam jumiah Dolar Amerika.

K. Martomo, Hokum Udsrs, Hukiem Angkmsn Dsm
Hukom Angkaca Almnl, Bandg, 87

Mieke Komir Kanlastmiad)a, Berbagm Masalah Hizkom
Udarg  Dwm . Angkasa Remma Eaya
Bandimg 1588,

Purwosatiiplo, Pengortion Pokok Hukum Dagsng
Indonesia, Dismbatan, Jakarta, 1990,

bekti, Anak Perianiisn. Abunic, Bandung, 1984,

Zin Soemarti Hartono,
Dan Persfuran  Kepmildon, Seks Hakm
Diogang Fakuliee Hubum Dagang UGM.,
1583,

i Ml "
Indongsia. Mandar Mgz, Bandung. 96.

Wiwcho Soedjonn,  Perkembangan  Hultan
Transportesi Seia Pemparah Darl Konvensd-
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